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ABSTRAK 

Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim 

Pengawas dan Pengamat (WASMAT), dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan 

Wirogunan Klas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II 

A Yogyakarta dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan, Namun ada berbagai 

problematika yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap Hakim 

Pengawas dan Pengamat yaitu pelaksanaan dari tugas hakim itu sendiri. Adapun 

permasalahan yang akan dijawab pada penelitian ini adalah, bagaimanakah 

pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan oleh 

Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi narapidana 

penjara di LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta dan LAPAS Narkotika Klas 

II A Yogyakarta, dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan 

Negeri Yogyakarta. 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian yuridis sosiologis (sosio legal research). Penelitian ini selanjutnya 

disebut penelitian yuridis sosiologis (sosio legal research) secara sepesifik 

merupakan penelitian efektifitas hukum. Data yang diperlukan dalam penelitian 

ini yaitu data primer atau data asli yang diperoleh langsung dari sumbernya 

berasal dari narasumber atau responden, dalam hal ini Hakim WASMAT di 

Pengadilan Negeri Yogyakarta, Petugas serta Narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Wirogunan Klas II A Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan 

Narkotika Klas II A Yogyakarta dan Balai Pemasyarakatan Klas I Yogyakarta, 

serta digunakan data sekunder yang diperoleh dari perundang-undangan, 

pendapat-pendapat ahli, hasil penelitian yang dipelajari dari buku-buku dan jurnal 

termasuk dokumen peneltian yang berhubungan dengan mendukung penelitian ini. 

Berdasarkan hasil penelitian, penyusun memperoleh jawaban atas 

permasalahan yang ada, bahwa pelaksanaan pengawasan dan pengamatan 

beberapa tidak dilaksanakan berdasarkan Pasal 277-283 Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan 

SEMA RI Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan tugas Hakim 

Pengawas dan Pengamat, serta dengan tidak diaturnya ketentuan Hakim 

WASMAT dalam ketentua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan, membuat Hakim WASMAT kurang kinerjanya. Pola koordinasi 

dan dukungan antara mitra kerja penegak hukum dalam pelaksanaan putusan 

Pengadilan Negeri Yogyakarta sangat minim, bentuk kerjasama antara instansi 

dalam melaksanakan amanat menjadi tidak maksimal dan belum terdapat 

peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang mekanisme pengawasan terhadap 

sanksi rehabilitasi. Mahkamah Agung sebagai badan yudikatif fungsi 

menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dengan tujuan menegakkan hukum dan 

keadilan seharusnya segera mengeluarkan suatu kebijakan yang dapat 

dipergunakan sebagai landasan hukum bagi Hakim pengawas dan pengamat 

(WASMAT) dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan 

rehabilitasi, jangan sampai cenderung pengaturannya hanya berfungsi untuk 

putusan hakim dengan pidana penjara saja. 
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MOTTO 
 

“Hidup berawal dari kejujuran, 

kemauan, keberanian, pengalaman 

yang banyak, maka tidak akan gentar 

untuk meraih kesuksesan, dan 

menghukumlah dengan kesungguhan 

untuk memperoleh kebenaran dengan 

mendapatkan dua pahala, 

 rubahlah keadaan dengan putusanmu 

untuk mendapatkan keadilan” 

(Asep Ilham Taufiq) 

“Sesungguhnya Allah tidak merubah 

keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka 

sendiri ” 

(Q.S. Ar-Ra’d : 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 

ayat (1) “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”, ayat (2) 

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan 

tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”, ayat (3) “Badan-

badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam 

undang-undang”.
1
 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai produk legislatif di 

zaman Soeharto Pemerintahan Orde Baru oleh banyak pihak dinilai sebagai karya 

agung dibandingkan dengan Hukum Acara Pidana warisan zaman kolonial 

Belanda HIR (Het Herziene Inlandsch Reglement), Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana memang lebih menyentuh kepentingan orang banyak dan sifat lebih 

manusiawi. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana ini ditujukan untuk melaksanakan dan menjalankan proses 

peradilan dalam lingkup peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan 

mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, 

                                                           
     

1
 Undang-Undamg Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan dengan 

baik dan benar. Tidak ada perbedaan di hadapan hukum baik tersangka, terdakwa, 

maupun aparat penegak hukum sama-sama warga negara yang memiliki hak, 

kedudukan, serta kewajiban di hadapan hukum yakni sama-sama bertujuan untuk 

mencari, serta mewujudkan kebenaran dan keadilan dan bagi siapa pun yang 

melakukan pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa 

perbedaan satu dengan yang lainnya.
2
 

Hukuman pidana penjara (hukuman dalam bentuk lain bisa hukuman 

pidana mati, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan) berupa pembatasan 

kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan menutup orang 

tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu 

untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan, yang dikatakan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka 

yang telah melanggar peraturan tersebut.
3
 

Narapidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua, 

memberikan pengertian sebagai orang hukuman (orang yang menjalani hukuman 

karena tindak pidana).
4
 

Klien Pemasyarakatan adalah narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan 

yang mendapat hukuman dan berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan 

(BAPAS) yang memberikan perhatian khusus serta binaan kemasyarakatan yang 

                                                           
2
 M. Yahya Harapan, Pembahasan Permaslahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan 

Penuntutan, cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 2. 

3
 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, cet. Ke-3 

(Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 71.  

4
 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 

Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 683.   



3 
 

 

harus diperlakukan baik dan manusiawi dalam sistem terpadu di Lembaga 

Pemasyarakatan, serta hak-hak mereka tidak boleh diabaikan.
5
 

Kekuasaan yudikatif (mengadili) dilaksanakan dalam suatu sistem 

peradilan pidana yang terbagi atas beberapa sub sistem, yaitu: Kepolisian, 

Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Dilihat dari pembagian 

sub sistem tersebut, pengadilan selalu diidentikkan dengan hakim, yang bertugas 

mengawal jalannya pemeriksaan sidang hingga adanya suatu putusan pengadilan. 

Di samping tugas mengadili, hakim mempunyai tugas lain yaitu untuk 

melaksanakan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 277-283 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tugas 

pengawasan dan pengamatan ini dilaksanakan setelah pengadilan menjatuhkan 

putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya putusan tersebut sudah 

tidak ada upaya hukum lagi. Sebagai pelaksana putusan pengadilan atau vonis 

hakim adalah jaksa sebagai eksekutor. 

Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan  oleh Hakim 

Pengawas dan Pengamat, dilaporkan kepada Ketua Pengadilan, akan tetapi tidak 

saja dapat menentukan kebijaksanaan pembinaan narapidana di penjara atau 

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, tetapi juga ada tolak ukur 

dalam menjatuhkan putusan oleh hakim. Selain itu, untuk mengetahui bahwa 

pidana yang dikenakan kepada narapidana penjara dapat bermanfaat dan apakah 

                                                           
5
 Astutik Indrawati, Intervensi Sosial Terhadap Klien Anak Sebagai Warga Binaan 

Pemasyarakatan (Narapidan) Oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Yogyakarta, Skripsi, 

Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.  
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pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana yang menjalani pidana penjara 

didasarkan kepada hak-hak asasi narapidana, yang ditujukan demi tercapainya 

tujuan sistem peradilan pidana pada umumnya, dan khususnya agar narapidana 

tidak melakukan kejahatan lagi setelah selesai menjalani masa hukuman pidana 

penjara.
6
 

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, memandang perlu adanya pengawasan dan pelaksanaan putusan 

pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai 

berikut : 

1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa; 

2. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut ayat (1) oleh Ketua 

Pengadilan yang bersangkutan berdasarkan undang-undang.
7
 

Namun ada berbagai problematika yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri 

Yogyakarta terhadap Hakim Pengawas dan Pengamat yaitu pelaksanaan dari tugas 

hakim itu sendiri, yaitu selain perannya sebagai hakim khusus untuk mengawasi 

dan mengamati terhadap narapidana di penjara, Hakim Pengawas dan Pengamat 

masih pula menjabat sebagai hakim yang aktif menangani dan mengadili perkara. 

Sehingga hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap 

putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta mempunyai alasan tidak ada waktu untuk 

mengawasi dan mengamati proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan 

                                                           
6
 Bambang Poernomo, Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan 

Dalam Pelaksanaan KUHAP, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 80. 

         
7
 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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Wirogunan Klas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II 

A Yogyakarta, dengan ini bisa berakibat laporan terhadap hasil pengawasan 

diragukan kebenarannya.  

Selain itu peranan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam 

mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan mengadakan kontak secara langsung 

sangat jarang dilakukan dengn petugas Lembaga Pemasyarakatan maupun dengan 

terpidana untuk memberikan koreksi, dan hanya dilaksanakan sekali dalam waktu 

sepuluh (10) bulan ini. Padahal SEMA RI mengamanatkan minimal tiga (3) bulan 

sekali dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh 

pihak Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai bahan penelitian dan evaluasi 

mengenai putusan pengadilan, juga efisiensi pemidanaan dan pembinaan 

narapidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Klas II A Yogyakarta 

dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta. 

Dari hal masalah tersebut akhirnya penyusun tertarik untuk mengkaji dan 

mengambil judul penelitian “PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS 

DAN PENGAMAT PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA BAGI 

NARAPIDANA PENJARA DI LAPAS WIROGUNAN DAN LAPAS 

NARKOTIKA”. 
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B. Pokok Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat 

disimpulkan pokok permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan 

pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri 

Yogyakarta bagi narapidana penjara di LAPAS Wirogunan Klas II A 

Yogyakarta dan LAPAS Narkotika Klas II A Yogyakarta? 

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan dan 

pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri 

Yogyakarta? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk memperoleh data pelaksanaan pengawasan dan pengamatan 

terhadap putusan pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat 

Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi narapidana penjara di LAPAS 

Wirogunan Klas II A Yogyakarta dan LAPAS Narkotika Klas II A 

Yogyakarta. 

b. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam 

pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan 

Pengamat (WASMAT) Pengadilan Negeri Yogyakarta. 

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Secara Teoritis 
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1) Dapat memperluas wawasan dan memberikan informasi kepada 

pembaca khususnya akademisi agar dapat memahami tentang 

pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan 

Negeri Yogyakarta. 

2) Untuk menambah hasanah kepustakaan di bidang hukum pada 

umumnya dan ilmu Hukum Acara Pidana pada khususnya. 

b. Secara Praktis 

1) Diharapkan dapat dijadikan kontribusi pemikiran untuk 

pengembangan bagi Ketua Pengadilan, Hakim Pengawas dan 

Pengamat (WASMAT) dalam bekerja dan sebagai upaya membantu 

perbaikan khususnya bagi narapidana penjara, dan petugas Lembaga 

Pemasyarakatan (LAPAS) supaya lebih konsekuen untuk 

menyadarkan narapidana yang menjalani pidana penjara dari 

kesalahan dan tidak mengulanginya sehingga bisa kembali lagi ke 

masyarakat dan bisa diterima dengan baik. 

2) Diharapkan sebagai masukan untuk penyempurnaan perundang-

undangan nasional khususnya yang berhubungan dengan 

pengawasan dan pengamatan bagi narapidana penjara. 

D. Telaah Pustaka 

Penyusun mengenai pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat 

Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi narapidana penjara di LAPAS Wirogunan 

Klas II A Yogyakarta dan LAPAS Narkotika Klas II A Yogyakarta dengan 

berbagai fokus dan pendekatannya yang merupakan sesuatu hal yang baru yang 
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perlu dikaji, penyusun telah melakukan telaah terkait sejumlah penelitian yang 

mempunyai tema yang hampir sama.  

Cindy Lusita Novella “Implementasi Pengawasan dan Pengamatan 

Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat 

(Studi di Pengadilan Kota Malang)”. Dalam jurnal ini bahwa tidak semua 

ketentuan peraturan undang-undang yang mengatur pengawasan dan pengamatan 

dilaksanakan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Kota 

Malang. Laporan hasil pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat hanyalah 

sebagai pertanggungjawaban kepada Ketua Pengadilan Negeri. Alasan lain tidak 

ingin mencampuri kewenangan Jaksa dan juga Lembaga Pemasyarakatan.
8
 

Desi Perdani Yuris Puspita Sari dengan judul “Implementasi Tugas Hakim 

Pengawas dan Pengamat Dalam Pengawasan dan Pengamatan Terhadap 

Narapidana (Kajian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Purwokerto)”. Skripsi 

ini mengkaji Implementasi tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam 

pelaksanaan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto belum 

sinkronnya pelaksanaan pembinaan narapidana dengan konsep yang harus 

diterapkan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat, karena Hakim Pengawas dan 

Pengamat tidak pernah diajak bersama untuk merumuskan cara atau teknis 

pembinaan di Lembaga Pemasyarakatn Purwokerto.
9
  

                                                           
8

 Cindy Lusita Novella, Implementasi Pengawasan dan Pengamatan Terhadap 

Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat ( Studi di Pengadilan 

Kota Malang), Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2013. 

        
9
  Desi Perdani Yuris Puspita Sari, Implementasi Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat 

Dalam Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Narapidana (Kajian di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas II A Purwokerto), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 2010. 
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Thurman S.M. Hutapea dengan judul “Peran Hakim Pengawas dan 

Pengamat terhadap Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas 

II B Siborongborong”. Di dalam tesis ini lebih menekankan kepada ketentuan 

yang berlaku terhadap Hakim Pengawas dan Pengamat, namun hasil penelitian 

menunjukan tidak sinkronnya KUHAP mengenai Hakim WASMAT dengan  

undang-undang Pemasyarakatan. Sedangkan inti pengamatan yang dilakukan oleh 

Hakim Pengawas dan Pengamat adalah (1) mengumpulkan data-data mengenai 

perilaku narapidana; dan (2) mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara 

perilaku narapidana dengan pidana yang dijatuhkan. Namun pelaksanaannya di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Siborongborong kurang efektif.
10

 

Dari beberapa telaah pustaka yang telah dianalis, penyusun terdapat 

persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang pengawasan dan pengamatan 

putusan Pengadilan Negeri oleh Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap 

narapidana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung yang berlaku 

sampai saat ini. Sedangkan perbedaannya adalah subjek dan objek penelitian, dan 

lebih fokus pengawasan dan pengamatan kepada narapidana yang menjalankan 

pidana penjara, bukan pidana pokok secara keseluruhan, disertai tugas dan fungsi 

BAPAS dalam pembimbingan narapidana di luar LAPAS serta mengidentifikasi 

kendala dalam proses pelaksanaan dari tugas pengawasan dan pengamatan oleh 

Hakim WASMAT. 

 

                                                           
        

10
 Thurman S.M. Hutapea, Peran Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Pola 

Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Siborongborong, Tesis, Sekolah 

Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara Medan, 2009. 
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E. Kerangka Teoritik 

Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya 

mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis 

yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.
11

 

1. Teori Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) 

Menurut Indriyanto Seno Adji, sistem peradilan pidana di Indonesia 

merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari Criminal Justice System,  yang 

merupakan suatu sistem yang dikembangkan di Amerika Serikat yang dipelopori 

oleh praktisi hukum (law enforcement officers). Dan menjadi suatu istilah yang 

menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan 

mempergunakan dasar pendekatan sistem, sebagai ciri pendekatan “sistem” dalam 

peradilan pidana.
12

 

Menurut Prof. Soebekti dalam bukunya Rusli Muhammad Sistem adalah 

suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian 

yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari 

suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. 

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari 

subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga 

Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan 

(totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi 

tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau 

                                                           
         

11
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia 

Press, 1986) hlm. 122. 

12
 Chrisyan Saputra, http://Blogingria.blogspot.com/2012/03/sistem-peradilan- 

pidana.html., akses pada tanggal 03 Juli 2014. 
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mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang 

dapat diterima masyarakat.
13

 

2. Teori Pemidanaan 

Prof. Simon almarhum (Utrecht) dalam bukunya  Leerboek Nederlands 

Strafrecht 1937 memberikan definisi sebagai berikut: “Hukum pidana adalah 

kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara 

dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak 

menaatinya, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat 

hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan 

menjalankan pidana tersebut”. 

Menurut Prof. Van Hamel dalam bukunya Inleding Studies Nederlands 

Strafrecht (1927), yang berbunyi: “Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan 

aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban 

hukum (rechtsorde) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum 

dan menggunakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan 

tersebut”.
14

 

Menurut Sudarto dalam bukunya Dwidja Priyanto menyatakan 

pemidanaan atau penghukuman berasal dari kata “hukum”. sehingga dapat 

diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” 

untuk suatu peristiwa tidak menyangkut bidang hukum pidana saja akan tetapi 

juga hukum perdata. Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa istilah 
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 Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 

hlm. 13. 

        
14

 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, cet. Ke-8 (Jakarta: Renika Cipta, 

2008), hlm. 8-9.  
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“penghukuman” dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara 

pidana, yang kerap kali sinonim dengan “pemidanaan” atau 

“pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim.
15

 

Pemidanaan sebagai penjatuhan pidana (sentencing) yaitu upaya yang sah 

dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang 

yang melalui proses peradilan pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana.
16

 Beberapa teori pemidanaan: 

a. Teori absolut atau mutlak/pembalasan 

Menurut teori-teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan 

pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana 

karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apa pun yang 

mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan, apakah dengan 

demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, 

tidak dilihat ke masa depan. Dengan dasar ini, maka kejahatan sudah selayaknya 

ditanggapi dengan suatu pidana yang dilimpahkan kepada si penjahat. Tidak perlu 

dicari alasan lain. Jadi, kini terdapat nada absolut atau mutlak pula.  

b. Teori relatif atau nisbi/tujuan 

Menurut teori-teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan 

suatu pidana. Untuk itu, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus 

dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si 

penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa 
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 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, cet. Ke-3 

(Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 6.  
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 Ahmad Bahiej, Pidana dan Pemidanaan, bahan kuliah fakultas syari‟ah dan hukum, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. 
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depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya 

menjatuhkan pidana saja. Teori tujuan (doel-theorien) harus diarahkan kepada 

upaya agar di kemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi 

(prevensi). Menurut Zevenbergen, terdapat tiga macam “memperbaiki penjahat” 

ini, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan  moral. 

c. Teori gabungan  

Disatu pihak mengaku adanya unsur “pembalasan” (vergelding) dalam 

hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengaku pula unsur prevensi dan unsur 

memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Zevenbergen menganggap 

dirinya termasuk golongan ketiga ini dan menunjuk nama-nama seperti Beling, 

Binding, dan Markel sebagai eksponen-eksponen penting dari teori gabungan 

ini.
17

 

3. Teori Kewenangan (Authority) 

Menurut H.D. Stoud wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan 

aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang 

pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik. Kekuasaan memiliki 

makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh 

Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan 

merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan disamping unsur-unsur lainnya, yaitu: a) hukum; b) kewenangan 

(wewenang); c) keadilan; d) kejujuran; e) kebajikan. 
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Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-

undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya 

barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, 

maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan 

itu. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), 

sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan 

demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber 

kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat 

diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintah dengan cara atribusi, 

delegasi dan mandat.
18

 

4. Teori Pengawasan 

Robert J. Mockler mengungkapkan bahwa pengawasan adalah suatu usaha 

sistemik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan 

perencanaan, merancang sistem informasi maupun unpan balik, membandingkan 

kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan 

mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang 

diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dipergunakan 

dengan cara paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.
19
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 Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem 

Ketatanegaraan Republik Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 219. 

19
 Robert J. Mockler, The Management Control Proscess, (Yogyakarta: BPFE, 1991). 
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5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Pasal 277 ayat (1) Pada setiap pengadilan 

harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam 

melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang 

menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, Pasal 277 ayat (2) Hakim 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan 

pengamat ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun, Pasal 280 

ayat (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna 

memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana 

mestinya, Pasal 280 ayat (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan 

pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi 

pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga 

pemasyarakatan serta pengaruh timbal-balik terhadap narapidana selama 

menjalani pidananya, Pasal 281 Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, 

kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau 

sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan 

hakim tersebut, Pasal 283 Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh 

hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan secara berkala.
20
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6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat: 

a. Mengadakan checking on the spot paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke 

lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara 

pelaksanaan putusan pengadilan yang ditanda-tangani oleh Jaksa, Kepala 

Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana. 

b. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang 

berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk 

menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi 

pengertian bahwa “pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan 

tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”, serta mengamati 

dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana yang dijatuhkan kepadanya.  

c. Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama para 

wali-pembina narapidana-narapidana yang bersangkutan) mengenai perilaku 

serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang 

diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.  

d. Pengamatan mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku 

narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana 

yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat 

(dalam arti cukup) untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga 

pada waktu dilepaskan nanti, narapidana tersebut sudah dapat menjadi 

anggota masyarakat baik dan taat pada hukum. Data-data yang telah 
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terkumpul dari tugas-tugas yang telah diperinci tersebut diatas hendaknya 

dilaporkan secara tertulis oleh hakim pengawas dan pengamat kepada Ketua 

Pengadilan Negeri paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan 

kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua 

Pengadilan Tinggi, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Kepala 

Kejaksaan Tinggi Ketua Mahkamah Agung R.I., Menteri Kehakiman R.I. dan 

Jaksa Agung R.I. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri meneruskan laporan 

tersebut pada hakim-hakim yang telah memutus perkara narapidana yang 

bersangkutan agar dapat mereka ketahui hal-hal yang berkaitan dengan 

putusan mereka. Mengenai saran-saran hakim pengawas dan pengamat yang 

termuat dalam laporannya itu, hendaknya Ketua Pengadilan Negeri, ikut 

memintakan perhatian untuk dilaksanakan oleh yang bersangkutan, dan 

apabila dianggap perlu meneruskannya kepada atasannya masing-masing.
21

 

F. Metode Penelitian 

Dalam penyusunan karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas 

untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan secara sistematis. Metode 

yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian yuridis sosiologis (sosio legal research). Penelitian ini selanjutnya 

disebut penelitian yuridis sosiologis (sosio legal research) secara sepesifik 
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merupakan penelitian efektifitas hukum.
22

 Adapun dalam hal ini penyusun 

mempelajari dan menelaah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. 

2. Pendekatan  

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif, adapun dalam hal ini penyusun mempelajari dan menelaah proses 

pelaksanaan pengawasan dan pengamatan dengan ditentukan secara normatif 

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985, kemudian 

mengumpulkan data terkait faktor-faktor penghambat pengawasan dan 

pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta. 

3. Unit Penelitian 

Penyusun memilih penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta, di 

Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Klas II A Yogyakarta, di Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta dan Balai Pemasyarakatan Kelas 

I Yogyakarta. 

4. Sumber Data 

a. Data primer 

Yaitu data asli atau dasar yang diperoleh langsung dari sumbernya 

berasal dari narasumber atau responden. Pengambilan data ini diperoleh 

dengan cara meminta keterangan dan penjelasan dari pihak terkait dengan 

permasalahan penelitian ini di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Lembaga 

Pemasyarakatan Wirogunan Klas II A Yogyakarta, Lembaga 
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Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta dan Balai 

Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta. 

b. Data Sekunder  

Yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, dengan 

membaca buku-buku yang terkait dengan tema.  

Sumber data sekunder terdiri dari:  

1) Bahan Hukum Primer (norma, peraturan dasar, perundang-undangan, 

dll) yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain Undang-

Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 7 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas 

Hakim Pengawas dan Pengamat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Peraturan Menteri Hukum dan 

HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pemberian Remisi Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, 

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. 

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya pendapat-
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pendapat para sarjana, hasil penelitian yang dipelajari dari buku-

buku dan jurnal termasuk dokumen penelitian.
23

 

3) Bahan Hukum Tersier yaitu Kamus Bahasa Indonesia, Bahasa 

Inggris dan Kamus Hukum untuk menunjang bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data meliputi 3 (tiga) hal yaitu:  

a. Observasi 

Observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh 

dari perilaku manusia atau sekelompok manusia melalui pengamatan 

langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lokasi penelitian. 

Dalam hal ini, penyusun mengunjungi Pengadilan Negeri Yogyakarta, 

Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Klas II A Yogyakarta, Lembaga 

Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta dan Balai 

Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta. 

b. Wawancara  

Wawancara (interview) dapat dipandang sebagai metode 

pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan 

dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara 

yang dilakukan secara terstruktur dengan responden untuk menggali 

sebanyak-banyaknya informasi yang diperoleh di lapangan. Adapun yang 

dimaksud dengan responden dalam penelitian ini adalah Hakim Pengawas 
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dan Pengamat (WASMAT) Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kepala 

Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS) Wirogunan Klas II A Yogyakarta, 

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS) Narkotika Klas II A 

Yogyakarta dan Kepala Balai Pemasyarakatan (KABAPAS) Kelas I A 

Yogyakarta. 

c. Dokumentasi 

Penelitian dengan cara mempelajari dokumem-dokumen mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku catatan, transkrip, 

peta dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Hakim 

Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta. Adapun 

dokumentasi yang berhasil ditemukan dilapangan adalah: Lampiran Surat 

tugas Pengawasan dan Pengamatan, Laporan Pelaksanaan tugas Hakim 

Pengawas dan Pengamat, Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri 

tentang penetapan uraian tugas (Job Description) bagi Hakim dan Pegawai 

pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan Struktur Organisasi Pengadilan 

Negeri Yogyakarta. 

6. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriftif kualitatif. Yaitu 

suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan tentang seluruh 

permasalahan yang ada yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data 

secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara dan penelitian hasil 
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kepustakaan.
24

 Dalam penelitian ini adalah penjabaran proses pengawasan dan 

pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta 

disajikan dengan data-data yang ditemukan dilapangan kemudia dianalisis 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. lalu penyusun menggunakan metode 

analisis dengan bahan hukum sekunder dari yang bersifat khusus berupa hasil 

penelitian, buku-buku, artikel, jurnal, literatur-literatur, pendapat hukum, 

diperoleh pengertian atau pemahaman maupun persamaan atau perbedaan untuk 

kemudian menarik kesimpulan bertolak dari data-data dan fakta yang diperoleh 

secara umum yang kebenarannya telah diketahui guna menjawab permasalahan 

dari pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan oleh 

Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi narapidana 

penjara di LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta dan LAPAS Narkotika Klas 

II A Yogyakarta. 

G. Sistematika Pembahasan 

Demi mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan 

yang diangkat, maka pembahasan dalam skripsi ini disusun secara sistematis. 

Seluruh pembahasan akan dijabarkan dalam lima bab sebagai berikut: 

Bab pertama: Pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, pokok 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua: Bab ini akan membahas tinjauan umum tentang kekuasaan 

kehakiman pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat meliputi: 
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pengertian, tugas dan wewenang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan 

putusan hakim, jenis-jenis hukuman pidana pokok, sistem peradilan pidana 

Indonesia. 

Bab ketiga: Bab ini akan membahas bentuk pembinaan narapidana yang 

menjalani pidana penjara meliputi: gambaran umum Pengadilan Negeri 

Yogyakarta, pemidanaan dan pembinaan, pelaksanaan pidana penjara dengan 

sistem Pemasyarakatan, pola pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan 

Klas II A Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A 

Yogyakarta, tugas dan wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap 

pembinaan narapidana penjara di LAPAS, kendala-kendala yang dihadapi Hakim 

Pengawas dan Pengamat. 

Bab keempat: Bab ini akan membahas analisis pelaksanaan tugas Hakim 

Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi narapidana penjara 

di LAPAS Wirogunan dan LAPAS Narkotika meliputi: analisis pelaksanaan 

pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan oleh Hakim Pengawas 

dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi narapidana penjara di LAPAS 

Wirogunan Klas II A Yogyakarta dan LAPAS Narkotika Klas II A Yogyakarta, 

analisis tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan 

dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri 

Yogyakarta. 

Bab kelima: Merupakan bab penutup meliputi: kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis yang penyusun lakukan melalui penelitian 

di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Klas II A 

Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta dan Balai 

Pemasyarakatan Klas I Yogyakarta, tentang Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas 

dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi Narapidana Penjara di LAPAS 

Wirogunan dan LAPAS Narkotika sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan tugas Hakim WASMAT terhadap putusan Pengadilan Negeri 

Yogyakarta oleh Kejaksaan adalah untuk memastikan bahwa putusan pengadilan 

tersebut yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah dilaksanakan oleh Jaksa 

sebagai eksekutor sebagaimana mestinya. Hasil penelitian dilapangan terhadap 

undang-undang yang mengatur pelaksanaan pengawasan dan pengamatan tidak 

semuanya ketentuan dilaksanakan oleh Hakim WASMAT Pengadilan Negeri 

Yogyakarta. Hakim WASMAT memeriksa dan menandatangani register hanya 

secara berkala dan tidak teratur, pengawasan dan pengamatan sangat jarang 

dilaksanakan ke dalam LAPAS, koordinasi antara Hakim WASMAT dan 

Kejaksaan serta LAPAS kurang intens dan tidak diperhatikan, karena yang 

menjadi obyek pengawasan dan pengamatan adalah narapidana yang sedang  

menjalani hukuman pidana penjara di LAPAS Wirogunan Klas II A Yogyakarta 

dan LAPAS Narkotika Klas II A Yogyakarta, jadi narapidana yang sedang 
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menjalani hukuman di luar LAPAS, seperti narapidana yang telah selesai 

menjalani pidananya, narapidana yang sedang menjalani pidana bersyarat (PB), 

cuti bersyarat (CB), dan cuti menjelang bebas (CMB) bukanlah program kerja dari 

Hakim WASMAT Pengadilan Negeri Yogyakarta, tetapi program kerja dari Balai 

Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Yogyakarta yang bertugas melaksanakan 

pembimbingan, pengawasan dan penindakan. Hasil penelitian dilapangan 

menunjukan bahwa pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat 

Pengadilan Negeri Yogyakarta bagi narapidana penjara di LAPAS sudah berjalan, 

tetapi pelaksanaannya belum maksimal dan belum dirasakan manfaatnya bagi 

pemidanaan. 

2. Kendala pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri 

Yogyakarta bagi narapidana penjara di LAPAS yaitu sejauh ini tidak ada aturan 

hakim WASMAT dalam undang-undang Pemasyarakatan dan belum terdapat 

peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang mekanisme pengawasan terhadap 

sanksi rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika serta peraturan yang 

mengatur mengenai sanksi administrasi bagi Hakim WASMAT yang lalai atau 

tidak menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga pengawasan dan pengamatan 

tidak terlalu dianggap penting bagi hakim, serta kurangnya perhatian dan 

dukungan para pihak penegak hukum serta petugas. Masalah kesibukan Hakim 

WASMAT yang juga menjabat hakim aktif harus mengurusi berbagai perkara 

yang masuk ke Pengadilan Negeri Yogyakarta serta terbatasnya sarana dan 

prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas Hakim WASMAT terutama 

mengenai anggaran (bazeting) yang tidak memadai. 
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B. Saran 

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis penyusun tentang 

Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta 

bagi Narapidana Penjara di LAPAS Wirogunan dan LAPAS Narkotika yang 

kemudian di tarik dalam bentuk beberapa kesimpulan yang telah diuraikan di atas, 

penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Hendaknya dibuat pembaharuan peraturan hukum yang jelas dan mengatur secara 

rinci mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Hakim WASMAT, 

dimasukannya pasal tentang Hakim WASMAT ke dalam undang-undang 

Pemasyarakatan, dibuat peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang mekanisme 

pengawasan terhadap sanksi rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan 

narkotika dan juga peraturan memuat mengenai sanksi yang akan diberikan 

kepada Hakim WASMAT yang lalai atau tidak melakukan tugasnya dengan baik 

atau tepat waktu. Hal ini dimaksudkan agar Hakim WASMAT memiliki sebuah 

kewajiban moral untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan maksimal, karena 

peraturan yang ada saat ini kurang lengkap dalam mengatur hal tersebut. Serta 

harus diefektifkan dengan penambahan jumlah personil Hakim WASMAT di 

dalam setiap wilayah hukum Pengadilan Negeri di Indonesia. 

2. Mengadakan pertemuan secara berkala untuk melakukan koordinasi yang baik 

antara pihak Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam hal ini Hakim WASMAT dan 

Kejaksaan serta LAPAS untuk membahas mengenai pengawasan dan pengamatan 

terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, serta pembahasan kebijakan untuk 

perbaikan sistem pembinaan maupun pemenuhan hak-hak narapidana di LAPAS. 
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     REPUBLIK INDONESIA 

      Jakarta, 1 Pebruari 1985. 

 

      Kepada: 

Nomor : MA/Pemb/1205/85. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan  

Negeri 

      Di 

      Seluruh Indonesia. 

SURAT – EDARAN 

Nomor : 7 Tahun 1985. 

Tentang 

PETUNJUK PELAKSANAAN TUGAS 

HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT 

  Sejak berlakunya Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana, khususnya yang menyangkut BAB XX (pasal 277 s/d 283), 

Mahkamah Agung belum pernah mengeluarkan petunjuk tentang pelaksanaan 

tugas hakim pengawas dan pengamat, yang menilik sifatnya berkaitan erat 

dengan tugas tehnis hakim. Padahal ketentuan soal hakim pengawas dan 

pengamat itu merupakan hal baru dalam perundang-undangan Nasional kita, 

yang oleh karenanya masih memerlukan petunjuk-petunjuk lebih lanjut. 

 Sehubungan dengan itu Mahkamah Agung telah berusaha 

mengumpulkan data-data tentang pelaksanaan tugas hakim pengawas dan 

pengamat, baik dari mereka yang sejak berlakunya Undang-undang Nomor 8 

Tahun 1981 telah melakukan tugas sebagai hakim pengawas dan pengamat di 

pengadilan-pengadilan negeri di seluruh Indonesia, maupun dari Direktur Jendral 

Pemasyarakatan Departemen Kehakiman (vide suratnya tabggal 9 Mei 1984 No. 

EI.UM.04.II.268 yang ditunjuk pada Ketua Mahakamah Agung R.I. Bidang 

Hukum Pidana Umum). 



 Berdasarkan data-data yang telah terkumpul tersebut Mahkamah Agung 

dengan ini memberikan petunjuk pelaksaan tugas hakim pengawas dan 

pengamat sebagai berikut: 

 I.  PERINCIAN PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN 

PENGAMAT. 

 1.  Mengingat inti pengertian “pengawas” adalah ditujukan pada jaksa dan 

petugas lembaga pemasyarakatan, maka perincian tugas pengawas adalah 

sebagai berikut: 

 a.  Memeriksa dan menanda-tangani register pengawas dan pengamat 

yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. 

 b.  Mengadakan checking on the spot paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke 

lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan 

putusan pengadilan yang ditanda-tangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga 

Pemasyarakatan dan terpidana. 

 c.  Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-

kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, 

khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut 

sudah memenuhi pengertian bahwa “pemidanaan tidak dimaksudkan untuk 

menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”, serta 

mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana yang dijatuhkan 

kepadanya. 

 d.  Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan 

(terutama para wali-pembina narapidana-narapidana yang bersangkutan) 

mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-

kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi. 

 e.  Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai 

hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara 

sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga 

pemasyarakatan. 

 f.  Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan 

Pembina Pemasyarakatan (DPP), dan jika dipandang perlu juga menghubungi 



koordinator pemasyarakatan pada kantor wilayah Departemen Kehakiman dalam 

rangka saling tukar menukar saran-pendapat dalam pemecahan suatu masalah; 

serta berkonsultasi (dalam suasana koordinatif) mengenai tata perlakuan 

terhadap narapidana yang bersifat tehnis, baik tata perlakuan di dalam tembok-

tembok lembaga maupun di luarnya.  

Dalam melaksanakan tugas pengawasan itu hendaknya hakim pengawas dan 

pengamat menitik-beratkan pengawasannya antara lain pada apakah Jaksa 

telah menyerahkan terpidana kepada lembaga pemasyarakatan tepat pada 

waktunya, apakah masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan benar-benar 

dilaksanakan secara nyata dalam praktek oleh Kepala Lembaga 

Pemasyarakatan dan apakah pembinaan terhadap narapidana benar-benar 

manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan, yaitu antara lain apakah 

narapidana memperoleh hak-haknya sepanjang persyaratan-persyaratan 

prosedural sesuai sistim pemasyarakatan telah terpenuhi (misalnya pemberian 

asimilasi, remisi, cuti, lepas bersyarat/integrasi, dan lain-lain). 

 2.  Mengingat inti pengertian “pengamatan” adalah ditujukan pada 

masalah pengadilan sendiri sebagai bahan penelitian bagi pemidanaan yang 

akan datang, maka perincian tugas pengamatan adalah sebagai berikut: 

 a.  Mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana, yang 

dikategorikan berdasarkan jenis tindak-pidananya (misalnya pembunuhan, 

perkosaan dan sebagainya). Data-data mengenai perilaku narapidana ini dapat 

berpedoman pada faktor-faktor (antara lain): type dari pelaku tindak pidana 

(misalnya untuk pertama kali melakuakan tindak pidana, residivis dan 

sebagainya), keadaan rumah tangganya (baik-baik, bobrok dan sebagainya), 

perhatian keluarganya terhadap dirinya (besar kali, kurang dan sebagainya), 

keadaan lingkungannya (tuna susila dan sebagainya), catatan pekerjaan 

(penganggur dan sebagainya), catatan kepribadian (tentang, egosentris dan 

sebagainya), jumlah teman-teman dekatnya (satu, dua, tiga orang atau lebih), 

keadaan psychisnya dan lain-lain. 

 b.  Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana 

tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang 



dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat (dalam arti 

cukup) untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu 

dilepaskan nanti, narapidan tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat 

baik dan taat pada hukum. Data-data yang telah terkumpul dari tugas-tugas yang 

telah diperinci tersebut diatas hendaknya dilaporkan secara tertulis oleh hakim 

pengawas dan pengamat kepada Ketua Pengadilan Negeri paling sedikit 3 (tiga) 

bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, 

Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kantor Wilayah 

Departemen Kehakiman, Kepala Kejaksaan Tinggi Ketua Mahkamah Agung R.I., 

Menteri Kehakiman R.I. dan Jaksa Agung R.I. Selanjutnya Ketua Pengadilan 

Negeri meneruskan laporan tersebut pada hakim-hakim yang telah memutus 

perkara narapidana yang bersangkutan agar dapat mereka ketahui hal-hal yang 

berkaitan dengan putusan mereka. Mengenai saran-saran hakim pengawas dan 

pengamat yang termuat dalm laporannya itu, hendaknya Ketua Pengadilan 

Negeri, ikut memintakan perhatian untuk dilaksanakan oleh yang bersangkutan, 

dan apabila dianggap perlu meneruskannya kepada atasannya masing-masing. 

II. METHODE YANG DIGUNAKAN DALAM MELAKUKAN 

PENGAWASAN. 

Methode yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan 

pengamatan adalah methode edukatif persuasif yang ditunjang oleh azas 

kekeluargaan dalam arti di dalam menjalankan tugasnya hakim pengawas dan 

pengamat harus selalu menggunakan tata-cara pendekatan yang dijiwai dengan 

itikad untuk mencapai tujuan yang mulia melalui pengarahan-pengarahan, saran-

saran dan himbauan-himbauan, dan tidak dibenarkan sampai menyinggung 

perasaan pihak-pihak lain ataupun mencampuri secara formal wewenang 

instansi lain. Kalau pun seandainya sedikit banyak hakim pengawas dan 

pengamat akan masuk dalam bidang instansi lain, hendaknya itu tetap bertumpu 

pada sikap kekeluargaan yang dilandasi oleh kearifan dan kebijaksanaan. 

Di lain pihak hendaknya hakim pengawas dan pengamat tetap menjunjung 

tinggi jenjang hierarki yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal 

Pemasyarakatan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 29 Desember 



1976 No.: Y.S.4/12/20 tahun 1976 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Lembaga Pemasyarakatan   dan Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan 

Pengentasan Anak, sehingga hubungan kerja kedinasan tetap dapat 

dipelihara dengan sebaik-baiknya. 

III. MEKANISME KERJA HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT. 

Mekanisme kerja hakim pengawas dan pengamat harus memenuhi tata cara 

yang praktis dan pragmatis. Ia harus mengumpulkan fakta nyata berdasarkan 

keadaan yang sebenarnya, jauh dari pencampuran opini subyektif.  Hal ini 

perlui untuk mencegah timbulnya kesimpulan yang menyesatkan. 

IV. RUANG LINGKUP TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT. 

Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat hanya ditujukan pada 

narapidana (tidak termasuk yang berasal dari putusan pengadilan militer) 

yang menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan yang terdapat dalam 

daerah hukum pengadilan negeri dimana hakim pengawas dan pengamat 

yang bersangkutan bertugas.  

Ini berarti: 

a.  tidak selamanya seorang hakim pengawas dan pengamat mengawasi 

dan mengamati pelaksanaan putusan-putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan 

negeri dimana ia bertugas, akan tetapi dapat juga ia mengawasi/mengamati 

pelaksanaan putusan pengadilan-pengadilan negeri lain. 

b.  adanya kemungkinan seorang hakim pengawas dan pengamat tidak 

mempunyai subyek pengawasan/pengamatan dikarenakan dalam daerah hukum 

pengadilan negeri di tempat mana ia bertugas, tidak terdapat lembaga 

pemasyarakatan. 

Dalam hal sesorang narapidana setelah menjalani sebagian pidananya 

kemudian dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain, maka wewenag 

pengawasan/pengamatannya berpindah kepada hakim pengawas dan 

pengamat dari pengadilan negeri dalam daerah hukum mana lembaga 

pemasyarakatan itu berada. Sehubungan dengan itu maka hakim pengawas 

dan pengamat yang lama harus megirimkan data-data perilaku narapidana 



kepada rekannya di Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mana lembaga 

pemasyarakatan yang baru itu berada. Untuk menjaga keutuhan sistem 

kearsipan, hendaknya yang dikirimkan itu hanya salinannya saja. 

V. PELAKSANAAN TUGAS HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT 

TERHADAP NARAPIDANA YANG TELAH SELESAI MENJALANI 

PIDANANYA ATAU PIDANA BERSYARAT. 

Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat terhadap narapidana 

yang telah selesai menjalani pidananya atau terpidana yang dijatuhi pidana 

bersyarat sedapat mungkin dilakukan dengan bekerjasama dengan aparat 

pemerintah desa (kepala desa/lurah), sekolah-sekolah, pejabat-pejabat agama, 

yayasan-yayasan yang berkecimpung dalam bidang sosial yang sudah bisa 

membantu pembinaan bekas narapidana, seperti misalnya  perhimpunan-

perhimpunan reklasering yang tedapat di beberapa kota-kota besar, balai BISPA, 

Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial Direktorat Jenderal Rehabilitasi dan 

Pelayanan Sosial Departeman Sosial dan sebagainya. 

Namun berhubung situasi dan kondisi di berbagai daerah masih belum 

memungkinkan, untuk sementara Mahkamah Agung masih menyerahkan 

pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap narapidana yang 

telah selesai menjalani pidananya atau terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat 

ini pada kebijakansanaan para hakim pengawas dan pengamat di daerah. 

VI. JUMLAH HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT. 

Hakim pengawas dan pengamat dapat berjumlah lebih dari satu orang 

disatu Pengadilan Negeri. Hal ini tegantung dari besar-kecilnya jumlah terpidana 

yang berada dalam ruang lingkup tugasnya, misalnya disatu daerah hukum 

pengadilan negeri terdapat lebih dari satu lembaga pemasyarakatan akan tetapi 

dengan kapasitas penampung besar. 

Untuk memudahkan pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat 

bersama ini dilampirkan: 

a. model register pengawasan dan pengamatan. 

b. Model kartu data perilaku narapidana. 



Khusus yang menyangkut “kartu data perilaku narapidana”, isi kartu 

tersebut dapat berubah setiap saat, oleh karena itu harus dibuat satu kartu untuk 

setiap kali hakim pengawas dan pengamat melakukan checking on the spot ke 

lambaga pemasyarakatan, mengenai sebab-sebab perubahan ini hendaknya 

dicatat dalam kolom “KETERANGAN”. 

Meski harus diakui bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan ini masih jauh 

dari pada sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangannya, namun 

setidak-tidaknya sudah ada pegangan yang jelas bagi pelaksaan tugas para 

hakim pengawas dan pengamat. 

Atas perhatian serta bantuan Saudara untuk menyalurkan isi surat edaran 

ini pada para hakim pengawas dan pengamat. 

Mahkamah Agung –RI 
Ketua, 

Cap/ t.t.d. 
Ali Said, S.H. 

Tembusan: 

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman-RI. 

2. Yth. Sdr. Jaksa Agung-RI. 

3. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia. 

4. Arsip. 

Mengetahui :    

 ………………………………… 198 

Hakim Pengawas dan Pengamat    Panitera 

Kepala Pengadilan Negeri 

 

( …………………………………. )   

 …………………………………….. 

NIP.       NIP. 

 

 

KARTU DATA PERILAKU NARAPIDANA 



LEMBAR KE………………………  Pengadilan 

Negeri…………………… 

Nomor Register…………………...  Lembaga 

Pemasyrakatan…………... 

(diambil dari nomor register   

 …………………………………………. 

Pengawasan dan pengamatan yang 

 Bulan…………….tahun………………. 

ada di kepaniteraan pengadilan). 

   

1.  Nama narapidana     :

 ………………………….. 

2.  Jenis tindak pidana yang dilakukan  :

 ………………………….. 

3.  Lama pidana yang dijatuhkan    :

 ………………………….. 

4.  Type pelaku tindak pidana   :

 ………………………….. 

5.  Keadaan rumah tangga    :

 ………………………….. 

6.  Perhatian keluarga terhadap dirinya  :

 ………………………….. 

7.  Keadaan lingkungannya   :

 ………………………….. 

8.  Catatan pekerjaan    :

 ………………………….. 

9.  Catatan tentang perilakunya selama   :

 ………………………….. 

    ia dilepas bersyarat 

10. Jumlah teman-teman dekatnya   :

 ………………………….. 



11. Catatan tentang kepribadiannya  :

 ………………………….. 

12. Keadaan psychisnya    :

 ………………………….. 

1. Penilaian  Hakim  Pengawasan  dan  Pengamat  tentang  pelaksanaan    

pemidanaan: 

 

Sasaran Penilaian 

Penilaian Hakim*) 

Pengawas dan Pengamat 

 

KETERAN

GAN**) 

a. Penyerahan terpidana 

oleh Jaksa kepada 

Kepala Lembaga 

Pemasyarakatan. 

b. Pelaksanaan masa 

pidana oleh Kepala 

Lembaga 

Pemasyarakatan apakah 

sudah tepat/nyata. 

c. Pembelaan terhadap 

narapidana oleh Kepala 

Lembaga 

Pemasyarakatan apakah 

sudah sesuai prinsip-

prinsip pemasyarakatan. 

d. Keadaan Lembaga 

Pemasyarakatan apakah 

sudah memenuhi 

pengertian bahwa pidana 

yang dijatuhkan “tidak 

dimaksudkan untuk 

 

Tepat 

 

 

 

 

Ya 

 

 

 

 

Sudah 

 

 

 

 

 

 

 

Sudah 

 

 

Lambat 

 

 

Tidak 

 

 

 

Belum 

 

 

Belum 

 



menderitakan dan tidak 

diperkenankan martabat 

manusia”. 

*) coret yang tidak perlu. 

**) harap diisi dengan penjelasan singkat lebih lanjut. 

 

2. Hasil   wawancara   Hakim   Pengawas   dan   Pengamat   dengan   tugas    

       pemasyarakatan: 

 

Ihwal wawancara 
Penilaian Hakim 

Pengawas dan Pengamat*) 

Keterang

an**) 

a. Hasil pembinaan. 

b. Kemajuan-kemajuan 

yang dicapai. 

c. Kemunduran-

kemunduran yang 

terjadi. 

d. Hubungan narapidana 

yang bersangkutan 

dengan petugas 

lembaga 

pemasyarakatan. 

e. Hubungan 

kemanusiaan dengan 

sesama narapidana. 

f. Perilaku narapiadana 

yang bersangkutan. 

 

Baik 

 

Ada 

 

Ada 

 

 

 

Baik 

 

 

 

Baik 

 

 

baik 

Cukup 

 

Kurang 

 

Kurang 

 

 

 

Cukup 

 

 

 

Cukup 

 

 

Cukup 

Kurang 

 

Tidak ada 

 

Tidak ada 

 

Kurang 

Kurang 

 

 

Kurang  

 

 



 *)  coret yang tidak perlu 

**)  harap diisi dengan alasan ataupun sebab-

musababnya. 

 

3. Hasil wawancara Hakim Pengawas dan Pengamat dengan narapidana: 

 

 

Ihwal wawancara 
Penilaian Hakim 

Pengawas dan Pengamat *) 

KETERANGA

N**) 

a. Perlakuan petugas 

lembaga 

pemasyarakatan 

terhadap dirinya. 

b. Bagaimana 

perasaannya berada 

di dalam lembaga 

pemasyarakatan. 

c. Bagaimana 

perasaannya 

mengenai tindak 

pidana yang 

dilakukan. 

d. Bagaimana 

perasaannya 

mengenai pidana 

yang dijatuhkan 

hakim terhadap 

dirinya. 

e. Apa keinginannya 

setelah keluar dari 

lembaga 

 

 

Baik 

 

 

 

Betah 

 

 

 

Menyesal 

 

 

 

 

Adil  

 

 

 

 

 

Positif 

 

 

Cukup 

 

 

 

Kurang 

betah 

 

 

Biasa 

 

 

 

 

Kurang 

adil 

 

 

 

 

Kurang 

 

 

Kurang 

 

 

 

Tidak 

betah 

 

 

Tidak 

menyesal 

 

 

 

Tidak adil 

 

 

 

 

 

Negatif 

 



  

*) coret yang tidak perlu 

**)  harap diisi dengan penjelasan singkat lebih lanjut 

 

16. Evaluasi Hakim  Pengawas  dan  Pengamat  mengenai  hubungan  

antara   

       data-data tersebut di atas dengan pidana yang dijatuhkan. 

____________________ ____________________

 ___________________ 

____________________ ____________________

 ___________________ 

____________________ ____________________

 ___________________ 

____________________ ____________________

 ___________________ 

17.  Saran-saran yang dianggap perlu. 

____________________ ____________________

 ___________________ 

____________________ ____________________

 ___________________ 

____________________ ____________________

 ___________________ 

____________________ ____________________

 ___________________ 

 

pemasyaraktan. 

f. Adakah perasaan 

malu terhadap 

lingkungannya. 

 

 

Positif  

positif 

 

Kurang 

positif 

 

 

Negatif 

 

  



     

 …………….tanggal……………… 

    Hakim Pengawas dan 

Pengamat, 

 

        

    

 (…………………………………….) 

 

CATATAN: 

Lembar I untuk Ketua Pengadilan Negeri. 

Lembar II untuk Kepala Lembaga Pemasyarakatan. 

Lembar III untuk Kepala Kejaksaan Negeri. 

Lembar IV Untuk Kepala Pengadilan tinggi. 

Lembar  V untuk Kepala Kantor Wilayah Departeman Kehakiman. 

Lembar VI untuk Kepala Kejaksaan Tinggi. 

Lembar VII untuk Ketua Mahkamah Agung R.I. 

Lembar VIII untuk Menteri Kehakiman R.I. 

Lembar IX untuk Jaksa Agung R.I. 

Lembar X untuk Arsip Hakim Pengawas dan Pengamat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran Model b. 

PEDOMAN PENGISIAN DATA PERILAKU 

I.2. Jenis tindak pidana yang dilakukan. 

Harap diisi dengan (pilih salah satu atau diisi dengan jenis tindak 

pidana yang belum disebutkan disini) 

a. Pembunuhan berencana 

b. Pembunuhan  

c. Penganiayaan  

d. Perkosaan  

e. Penyalahgunaan narkotik 

f. Pencurian dengan ancaman kekerasan 

g. Pemarasan  

h. Pemalsuan uang  

i. Penculikan  

j. Korupsi 

k. Penyelundupan 

l. Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang 

4. Tipe pelaku tindak pidana. 

Harap diisi dengan (pilih salah satu): 



a. Pertamakali melakkukan tindak pidana. 

b. Melakukan tindak pidana bila ada kesempatan 

c. Resedivis 

d. Melakukan tindak pidana sebagai kebiasaan  

5. Keadaan rumah tangganya. 

 Harap diisi dengan (pilih salah satu): 

a. Baik-baik 

b. Sedang 

c. Bobrok 

6. Perhatian keluarga terhadap dirinya. 

 Harap diisi dengan (pilih salah satu) 

a. Besar sekali 

b. Besar  Dapat dilihat dari frekuensi kunjungan keluarga  

c. Cukup  kelembaga pemasyarakatan atau dari surat-surat 

d. Kurang  yang diterima narapidana dari keluarganya. 

7. Keadaan lingkungannya. 

Harap diisi dengan (pilih salah satu atau diisi dengan keadaan lain 

yang   belum disebutkan): 

a. Pemabok  

b. Pecandu obat bius 

c. Tuna susila 

d. Gelandangan  

e. Berasal dari daerah perkotaan 

f. Berasal dari daerah pedesaan 

8. Catatan pekerjaannya. 

Harap diisi dengan (pilih salah satu): 

a. Punya pekerjaan tetap 

b. Tidak punya pekerjaan tetap 

c. Sama sekali tidak punya pekerjaan (penganggur) 

d. Pelajar/mahasiswa 

9. Catatan tentang kepribadiannya. 



a. Tenang  

b. Egosentris 

c. Labil 

d. Pemarah 

e. Licik 

10. Keadaan psychisnya. 

Tak perlu diisi bila tidak ada keterangan psychiater. 

 

II.  Dalam kolom “Evaluasi Hakim Pengawas dan Pengamat” harap diisi dengan 

“terlalu berat”, “tepat”, “terlalu ringan”.  Pengisian dapat dilakukan menjelang 

akhir terpidana menjalani pidananya dan tidak perlu setiap kali Hakim 

Pengawas dan Pengamat selesai menjalankan checking on the spot 

kelembaga pemasyarakatan. 

III.  Dalam kolom “Saran-saran yang dianggap perlu” harap diisi juga dengan  

data-data tindakan petugas yang dianggap menyimpang dan perlu 

mendapatkan perhatian dari atasan yang bersangkutan. 

 



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) 

BAB XX 

PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PUTUSAN PENGADILAN 

Pasal 277 

(1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu 

ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang 

menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan.  

(2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan 

pengamat ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun. 

Pasal 278 

Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang 

ditandatangani olehnya, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana kepada pengadilan 

yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register 

pengawasan dan pengamatan.  

Pasal 279 

Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana tersebut pada Pasal 278 wajib 

dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk 

diketahui ditandatangani juga oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277.  

Pasal 280 

(1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian 

bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 



(2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi 

ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau 

pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal-balik terhadap narapidana 

selama menjalani pidananya. 

(3) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap dilaksanakan setelah 

terpidana selesai menjalani pidananya  

(4) Pengawas dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi 

pemidanaan bersyarat.  

Pasal 281  

Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, kepala lembaga pemasyarakatan 

menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana 

tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut.  

PasaI 282  

Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat 

dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan 

narapidana tertentu.  

Pasal 283  

Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada 

ketua pengadilan secara berkala.  
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HAKIM WASMAT PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA 

PERIODE 2014-2015 

 

 

Nama     : Sutedjo, S.H 

Pangkat/Golongan  : Pembina Tk I (IV/b) 

Posisi    : -Hakim 

 -Hakim Pengawas dan Pengamat (KIMWASMAT) 

Riwayat Pekerjaan  : 

1. Tahun 1988     Cakim     Pengadilan Negeri Magelang 

2. Tahun 1992     Hakim    Pengadilan Negeri Sinabung 

3. Tahun 1997     Hakim     Pengadilan Negeri Bengkulu 

4. Tahun 2001     Hakim     Pengadilan Negeri Bantul  

5. Tahun 2006     Hakim    Pengadilan Negeri Cianjur 

6. Tahun 2009     Wakil Ketua   Pengadilan Negeri Demak 

7. Tahun 2010     Hakim Yustisial   Pengadilan Tinggi Bandung  

8. Tahun 2011 - Sekarang   Hakim    Pengadilan Negeri Yogyakarta 



 

 







   

  

    

  

 

KA. BAPAS KELAS I YOGYAKARTA 
 

Hardjani Pudji Astini, Bc.IP,SH. 

KA. SUBAG. TATA USAHA 
 

HJ. SUKARYATUN, S.Pd 

KASI BIMBINGAN KLIEN ANAK 
 

HARTONO, SH 

KASI BIMBINGAN KLIEN DEWASA 
 

SRI RAHAYU P, SPd. 

KA. URUSAN KEUANGAN 
 

Tri Handaka, S.Sos 

KA. URUSAN UMUM 
 

AGUS SUGIYADI, S.Pd 

KA. URUSAN KEPEGAWAIAN 
 

SRI YATTI 

 AMBAR SRI RAHAYU 

 MARYONO 

 WISNU ISWAHYUDI 

 RUSTINAH, SH 

 MEI SUGIARTO 

 JOKO MARDIYANTO 

 PURWADI 

 AULIA CAESAR N 

 IKA PAWESTRI HS, SH 

 KRISTANTO SETIAWAN, AMd 

 WIKAN TIYASA HS 

 HENNY IRAWATI SUMANTO 

 SRI SUPIYATI 

 SUMANTO 

 HASTO HUTOMO 

 ANTONIUS FIRMAN, AMd 

 GALIH NUGROHO JATI 

KASUBSI BIMKEMAS KLIWASA 
 

SUPRAPTI, SH 

KASUBSI REGISTRASI KLIWASA 
 

DINI RAMAINA, AMd.IP., SH 
 

KASUBSI BIMKER KLIWASA 
 

KAMAL, SH 

 DASIH WIDAYATI, AKS 

 DRS. JATI WIYONO WK 

 SATI PURNANINGSIH, S.Psi 

 ANDAR SAENUR W, AMd.IP 

 SUNDARI, S.Pd 

 ENDANG SUSILOWARTI, S.ST 

 KAHARSI 

 DIANA ANGGAR K, AMd.IP 

 SUBARTINAH 

 JAROT WAHYU W, S.Sos 

KASUBSI BIMKEMAS KLINAK 
 

SRI PURWANI, S.Sos 

KASUBSI REGISTRASI KLINAK 
 

DRS. FARID EDY SUSANTA 

KASUBSI BIMKER KLINAK 

 RINI RAHMA H, S.Psi 
 

 

 SRI AKHADIYANTI, S.Pd 

 DRA. ENDANG 

BUDININGSIH 

 RUSMIYATI, S.Psi 

 TRI HANDAKA, S.Sos 

 SUHARDANA 

 RR. WAHYUNING ASTUTI 

 DRS. AHMAD FANANI 

 SAMSINAH, S.Pd 

 SAIFUL YUSRON A, S.IP 

 ANI PUJI ASTUTI, SH 

 ENDANG WAHYUNINGSIH 

 ARIF SAPTO PRIYONO 

 

               STRUKTUR ORGANISASI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA 
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PENGADILAN NEGERI/HI.IBI.INGAN INDI.ISTRIAL DAN
TINDAK PIDANA KORIIPSI YOGYAKARTA

IL. Kapas No. 10 Telp/Fax. (0274)-586563

YOGYAKARTA 55166
Website : http://pn-yogyakota.go. id, e-mail : kotaksurat@pn{ogyakota. go

SURAT TUGAS
Nomor : Wl3-Ull 48 

71PP.00.4NV2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
NIP
PangkaVGol. Ruang
Jabatan

Dengan ini menugaskan kepada:

l.Nama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan

2.Nama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang
Jabatan

3.Nama
NIP
PangkaUGol. Ruang
Jabatan

Tanggal

Tempat

AGUNG WIBOWO,SH.MH
t9580122 198503 I 002
Pembina Utama Madya ( IV/d).
Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta

SUTEDJO,SH.MH
19621220 198803 1 005
Pembina utama Muda ( IV/c).
Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta

PRASETYA SUJADI,SH
19790s15 200604 I 005
Penata Muda Tk I ( IIVa).
Staf Kepaniteraan Pidana
Pengadilan Ne geri Yo gyakarta

:ONI 
SURIPTO

Sopir
Pengadilan Negeri Yogyakarta

Jumat

20 Jm20l4
Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta

Untuk mengadakan kunjungan dalam rangka Pengawasan dan Pengamatan atas putusan
Pengadilan negeri Yogyakarta, pada

Hari

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

AKARTA



a.

BERITA ACARA

PEryGAWASAN DAN PENGAMATAN
No. II/ B-A / Was - Mat /2012 / PN.YK

Pada hari ini : Selasa tanggal 29 Januari 2A13, TONY PRIBADI, SH. MH Hakim Pengawas
dan Pengamat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan disertai seorang pembantu Hakim
Pengawas dan Pengamat Sdr. PRASETYA SUJADI,SH. Telah mengadakan peninjauan ke Lembaga
Pemasyarakatan Yogyakarta dengan mendapat hasil sebagai berikut :

1. Melakukan pencatatan nama-nama narapidana yang menjalani pidananya mulai tanggal 1 Juli
2012 sampai dengan tansgal 31 Desember 2A12.

2. Jumlah narapidana yang masuk dan keluar pada semester II dengan perincian sebagai berikut :

A. Lapas Wirogunan
a. Narapidana masuk sebanyak : 143 orang
b. Narapidana keluar sebanyak : 126 orang

B. Lapas Narkotika
a. Narapidana masuk sebanyak : 134 orang
b. Narapidana keluar sebanyak : 88 orang

Demikian berita acara peninjauan pengawasan dan pengamatan yang kami laksanakan mulai
jam 08.30 WIB sampai dengan jam 13.00 WIB.

Pembantu

5200604 I 005

dan Pengamat
egeri Yogyakarta

198612 100r)
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Website : http:llpn-yogyakota.go.id, e-mail : kolaksurat@on-.vogyakota.go.id
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Kepada:
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Yogvakarta

Di --

YOGYAKARTA

Dengan Hr:rilat ,

Bersarna ini kaini SUI"EDJO, SH" l.AH Hakinr Fenga.:ias dan Pengamat
/ I{ II\{\l/Aql\{AT \ nqrlr l)pnrrarlilqn \,Jeoeti V,1(}\,.qLq1+3 men.,qmnail,qn lenoen

hormat Laporan penga,vvasan dan pengamatan pelaksanaan putusan Pengadilan
Negeri Yogyakarta bahr,va pengawasan dan pengamatan tersebut telah sesriai
dpn<rqn nacni i5 yrr;nf ? Tlnderr<r-IIn,4:rno Nnmnr 4R Talrrrn ?OOQ in r"re<*l ?6 nttet )

-'"- J_'

ITrrrlqnry-TTndano Nlormnr d T:rhrrr"r ?OOd in nqcel 11 ltril ) I Indan<r-llndcno Nn l4

Tahur 1970 Jo.pasal277 sampai dengan pasal 283 Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUliP).

Ailarrrrn hn<il nenoa\r.rnqrn da.n nenoarnefan ferc.ehrrt qenerti terlemrrir rlalam^"**r--...'*"..r-..p*_"t.r--.p-^.

ber-ita acara No.I i B-A I $,ias-Mat I 2014 i PN.YK.
Deraikian laporau singkat pengawasan dair pengamatan , kemudian mohon

petuniuk guna keperluan selanjutnya.

Ten'rbr-rsan Kepada Yth :

1. KetLra Mahkamah Agung Renublik Indonesia di Jakarta
2. Jaksa Agung Repubhk lndonesra dr Jakarta
3. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarla di Yogyakarta
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarla di Yogyakarta.
5. Kepala l,embaga Pernasvarakatar.r Yogyakarta di Yogvakarta
6. Arsrp.

ns2rvaq rl;n Perrrrarnaf

egeri Yogyakarta
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Nomor
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Perihal

: Wl.U1/ 727 llil<.}l.WS/'' W2013
: 1(satu)bendel
: Laporan Pengawasan dan

Pengamatan Untuk Semester II ( dari
bulan luli20l2 s/d bulan Desember
2012)

Yogyakart4 2l P ebruari 2013

Kepada:
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta

Di-

YOGYAKARTA

Dengan Hormat,

Bersama ini kami TONY PRIBADI, SH. MH Hakim Pengawas dan

Pengamat( KIMWASMAT ) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta menyampaikan
dengan hormat Laporan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan
Pengadilan Negeri Yogyakarta bahwa pengawasan dan pengamatan tersebut telah
sesuai dengan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman Jo.pasal 277 sampai dengan pasal 283 Undang-Undang
Hukum Acxa Pidana (K[IHP).

Adapun hasil pengawasan dan pengamatan tersebut seperti terlampir dalam
berita acaraNo.Il / B-A / Was-Mat l20l2l PN.YK.

Demikian laporan singkat pengawasan dan pengamatan , kemudian mohon
petunjuk guna keperlt,an selanjutnya.

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta
2. Jaksa Agung Republik Indonesia di Jakarra
3. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta di Yogyakarta
4. Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta di Yogyakarta.
5. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta di Yogyakarta
6. Arsip.

ffi
a-t #;

dan Pengamat

'.1957 0725 198612 1 001)

Yogyakarta
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ilada hari ini : iurnai ianggai 2fi iuni 20'14, sa.va SUTEDJO, Sii. iviii iiakim Fengawas dan

Pengarlat pa<1a Pengadilan Negeri Yogy'akarta dengan disertai seorang pembantu Hakim Pengarvas

rlan Penrvarn*t Srlr pR,4strTYA srlrAnI SFI Telah mrqsadakan petiniartatr ka I,erntraga' - -c-- " -cr-'-"- - r - J-n 1 ' \/ I ) t riarrai lrasil scirapai lrer'ikrri .i-ciltasvataK?ilall r (tuvaKalla tlclluall tllell

i. ivieiakukan pencaratan nailla-nama naraproana yang menlala[r ploallal]ya mtllal Ianggal t
.lanuari 20l4 sarnpai dengan tanggal20 Juni 2014.

? Ilrmlah rraranirlana r,,:rns nrnqnlr darr kelrrar nada settester I deuqan peri[cia! sel--raqai be-lik-rrt :
--,----r':1:1:1:]: .-- - -----a--' r---_--_---- -----O__-

a. i.{arapidana rnasuk sebany'ak : i4? urang
b. Narapidana keluar sebalyak : 80 orang

Deurikialr l;criia acar'a peuirliauatr pellgalvabarr clatr pcugauraiatt yalrg Lartri iaiisartai(atl tuulai
jaur 08.30 WIB sampai dengan jam 10.30 WlB.
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DAFTAR PERTANYAAN KEPADA NARASUMBER   

PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA 

 

1.  Siapakah yang menunjuk Hakim WASMAT Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk 

 melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan? 

2.  Apa dasar hukum penunjukan Hakim WASMAT dan pelaksanaan pengawasan 

 dan pengamatan? 

3.  Ada berapa jumlah Hakim WASMAT di Pengadilan Negeri Yogyakarta? 

4.  Setiap kapan ada pergantian Hakim WASMAT? 

5.  Sudah berapa kali pelaksanaan Hakim WASMAT dalam melakukan pengawasan dan 

 pengamatan di LAPAS Wirogunan dan LAPAS Narkotika Tahun 2014? 

6.  Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pengamatan di LAPAS Wirogunan dan 

 LAPAS Narkotika? 

7.  Apakah ada perbedaan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan antara narapidana 

 yang sedang menjalani pidana penjara dan pidana lain? 

8.  Berapa angka anggaran yang diberikan untuk pelaksanaan pengawasan dan 

 pengamatan? 

9.  Kendala apa saja yang biasa terjadi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan 

 oleh Hakim WASMAT? 

10. Upaya apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut? 

11. Apa saja manfaat dari pelaksanaan pengawasan dan pengamatan bagi narapidana dan 

 Pengadilan Negeri Yogyakarta? 



 



DAFTAR PERTANYAAN KEPADA NARASUMBER  

LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) WIROGUNAN KLAS II A 

YOGYAKARTA 

 

1.  Apa saja tugas LAPAS Wirogunan? 

2.  Bagaimana pola pembinaan terhadap narapidana yang sedang menjalani pidana 

 penjara di LAPAS Wirogunan? 

3.  Apa dasar hukumnya? 

4.  Ada berapa narapidana yang sedang menjalani pidana penjara di LAPAS Wirogunan? 

5.  Apakah ada pengawasan dan pengamatan oleh Hakim WASMAT Pengadilan Negeri 

 Yogyakarta terhadap  narapidana di LAPAS Wirogunan? 

6.  Berapa kali Hakim WASMAT melakukan pengawasan dan pengamatan ke LAPAS 

 Wirogunan Tahun 2014? 

7.  Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim WASMAT di 

 LAPAS Wirogunan? 

8.  Apakah ada perbedaan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan antara narapidana 

 yang sedang menjalani pidana penjara dan pidana lain? 

9.  Bagaimana peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) bagi narapidana di LAPAS 

 Wirogunan? 

 

 

 

 



 

 

 

 



DAFTAR PERTANYAAN KEPADA NARASUMBER  

LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) NARKOTIKA KLAS II A 

YOGYAKARTA 

 

1.  Apa saja tugas LAPAS Narkotika? 

2.  Bagaimana pola pembinaan terhadap narapidana yang sedang menjalani pidana 

 penjara di LAPAS Narkotika? 

3.  Apa dasar hukumnya? 

4.  Ada berapa narapidana yang sedang menajalani pidana penjara di LAPAS Narkotika? 

5.  Apakah ada pengawasan dan pengamatan oleh Hakim WASMAT Pengadilan Negeri 

 Yogyakarta terhadap narapidana di LAPAS Narkotika? 

6.  Berapa kali Hakim WASMAT melakukan pengawasan dan pengamatan ke LAPAS 

 Narkotika Tahun 2014? 

7.  Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim WASMAT di 

 LAPAS Narkotika? 

8.  Apakah ada perbedaan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan antara narapidana 

 yang sedang menjalani pidana penjara dan pidana lain? 

9.  Bagaimana peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) bagi narapidana di LAPAS 

 Narkotika? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA NARASUMBER  

BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) KELAS I A YOGYAKARTA 

 

1.  Bagaimana latar belakang berdirinya BAPAS Yogyakarta? 

2.  Apa dasar hukum berdirinya BAPAS Yogyakarta? 

3.  Apa tugas dan fungsi BAPAS Yogyakarta? 

4.  Bagaimana tugas dan fungsi BAPAS terhadap narapidana penjara di LAPAS 

 Wirogunan dan LAPAS Narkotika? 

5.  Ada berapa macam Klien Pemasyarakatan yang ditangani oleh BAPAS Yogyakarta? 

6.  Apa saja yang dilakukan oleh BAPAS terhadap Klien Dewasa dan Klien Anak?  

7.  Berapa jumlah Klien Dewasa dan Klien Anak di BAPAS Yogyakarta?   

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PERTANYAAN KEPADA NARASUMBER  

NARAPIDANA 

 

1. Apakah pernah mengetahui ada kunjungan Hakim WASMAT ke LAPAS? 

2. Apakah mengetahui berapa kali kunjungan dalam waktu setahun Hakim WASMAT 

ke LAPAS? 

3. Pernahkah anda dilakukan pengawasan dan pengamatan oleh Hakim WASMAT? 

4. Bagaimana Hakim WASMAT melaksanakan pengawasan dan pengamatan di 

LAPAS? 

5. Manfaat apa saja yang didapatkan dari hasil pengawasan dan pengamatan di LAPAS? 





 

                                                                                            

    Curiculum Vitae (CV) 

    ASEP ILHAM TAUFIQ                                

 

 

Nama       :    Asep Ilham Taufiq 

Tempat Tanggal Lahir   :    Pangandaran, 17 Agustus 1992 

Alamat    :    Jl. Kertayasa KM 1, Bugel, Kertayasa, Cijulang, 

        Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat 

Alamat di Jogja        :   Jl. Papringan 10A, Caturtunggal, Depok, Kabupaten Sleman

           Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 

Agama   :    Islam 

Kewarganegaraan   :    Indonesia 

Hobi   :   Baca Buku, Training Motivasi, Diskusi, Seminar, Audiensi,     

        Workshop, Pelatihan Profesi Hukum, dan Magang 

Handphone   :    085-747-44-55-22 

E-mail   :    ilhamtaufiq55@yahoo.com 

Kesehatan   :    Baik 

Tinggi/Berat Badan   :    169 Cm/52 Kg 



Riwayat Pendidikan   :     

     Tahun 1997-1999  :   TK Lukman Al-Hakim Kertayasa  

           Pangandaran 

          Tahun 1999-2005  :   SDN 2 Kertayasa Pangandaran 

        Tahun 2005-2008  :   MTs YPK Cijulang Pangandaran 

        Tahun 2008-2011  :   MAN Sukamanah Tasikmalaya 

        Tahun 2011-2014  :   Universitas Islam Negeri (UIN) 

                                           Sunan Kalijaga Yogyakarta      

Fakultas   :    Syari’ah dan Hukum 

Jurusan/Prodi   :    Ilmu Hukum 

Konsentrasi    :    Hukum Pidana 

NIM   :    11340022 

Pendidikan Non Formal    : 

1. Kursus Bahasa Inggris Jogja Course Center (JCC 2012) 

Pengalaman Organisasi   : 

1. Patroli Keamanan Sekolah (PKS) Polresta Tasikmalaya, 

MAN Sukamanah Tasikmalaya, (Jabatan: Anggota Aktif  

2009-2011) 

2. Koperasi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

(Jabatan: Staf  Keuangan 2012-2013) 

3. Himpunan Koperasi Mahasiswa Yogyakarta (HKMY), 

(Jabatan: Anggota Aktif 2012-2013) 

4. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Ashram 

Bangsa Korp KOPI  Fakultas Syariah dan Hukum UIN 



Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Jabatan: Anggota Badan 

Intelektual 2011-2013) 

5. Keluarga Pelajar Mahasiswa (KPM) “Galuh Rahayu” 

Ciamis-Yogyakarta, (Jabatan: Anggota Departemen 

Pendidikan 2012-2014) 

6. Forum Pelajar Mahasiswa Pangandaran-Yogyakarta 

(FPMPY), (Jabatan: Sekretaris 2012-2016) 

7. Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), 

(Jabatan: Sekretaris Komisariat PERMAHI UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta 2013-2015 dan Sekretaris Bidang 

Penyuluhan Hukum DPC PERMAHI DIY 2014-2015) 

8. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM PS-IH) Program Studi 

Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Jabatan: 

Anggota Departemen Intelektual 2013-2015) 

9. Komunitas Peradilan Semu (KPS) UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, (Jabatan: Panitera Muda Pidana 2013-2015) 

10. Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, (Jabatan: Anggota Aktif 2013-2015) 

11. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) 

Komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Jabatan: 

Wakil Bidang Advokasi 2014-2015) 

Pengalaman Kerja/Magang : 

1. Kerja Staf Keuangan di Koperasi Mahasiswa (KOPMA) 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011-2012 ) 

2. Magang di Perusahaan Carrefour Yogyakarta (2012) 

3. Magang PSKH di Pengadilan Negeri Bantul (2013) 

4. Magang PSKH di Pengadilan Negeri Yogyakarta (2014) 
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